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TENTANG

1"ENYELEN{]GA]_{AAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingal

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomaor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

T2

h

.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kota
Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara Yang
Rersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Leinbaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesis
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangas Negara (Lomburan

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Newaia
Republik Indunesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharasn Negara (Lewmibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nnm-:u 3: Tambahan Lembaran Negura
Republik Indonesia Nomor 4353 ):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang emeiintahon Daerah (Lembaran
Negwra Republik Inconesia Tanun 2004 WNowmor 125; Tambahan Lembaran Negasa
Republik Indonesia Nomor 4437) aebaﬁdnmu.t ltl..&]l bebeiapa kall dicbah terakbir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahen Kedua Atas
Lnddn'b Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzh Daerali {Dembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 59; Tambahan Limbaran Negara
Republik Indenesia Nomor 484+4); |

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan houangan Antars
Pemerintahi Pusat dan Pemerintah Daeral (endarain Negara Repubtik 1 -donesin
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negata Republik Indoncsia Notewy
44335 ),

Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pervndang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nonicr §2 Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 5234}

P

Poraturan Pemeriniai Nomior 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayas
Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Padang (Lembaran Negara Iu:publ k ledonesia Tahun
1980 Nomear 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 316+4).

Peraturan Pemerintah Nowmor 24 Tshun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintaiian
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 49, Tambahai Leibarain Megam
Republik ndonesia Nomor 4503 )



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11.

12,

13.

14.

13,

16.

17.

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuan gan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
(Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 40).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor

01);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 04 ):

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerall, Inspektorat dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang

Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERMN PEMERINTAH
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

-Tl-

Daerah adalah Kota Padang

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Waiikota Padang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalaih
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah

Dacrah.

Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Padang yang merupakan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah Kota Padang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Walikota Padang yang selanjutnya disebut Inspektorat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut BPKP
adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggun jawab langsung

kepada Presiden.
2



10.

1.

12.

13,

14.

15.

16.

5atuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adzlah perangkat
daerah pada Pemerintah Kota Padang, yang terdiri dari Sekretarfat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas/Badan/Kantor,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja lainnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan mamadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sistern Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya di singkat SPIP adalah
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap
proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota
Padang,.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

Audit adalah proses identifikasi masalah analisis, dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar
audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, krebilitas, efektivitas, efisiensi dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegfatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuaf dengan ketentuan, standar,
rencana atau nerma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-fakter yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu keglatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain
berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan
pemaparan hasil pengawasan.

Petunjuk Pelaksana Penyelenggarsan SPIP adalah petunjuk pelaksana atas
Peraturan Walikota Padang tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat
kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktifitas
manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP
telah terbangun dalam programfkegiatan pemerintahan daerah/SKPD dalam
rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah :

(1)  Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

(2) Untuk terlaksananya SPIP di lingkungan pemerintah Kota Padang yang sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian
Intern Pemerintah dan peraturan peiaksanaannya.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai  bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapajan tujuan

penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan asset daerah dan ketaan terhiadap peraturan perundang-undangan.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi penerapan
SPIP oleh seluruh SKPD.

{2) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagian yang integral dari kegiatan SKPD.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal s

(1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 vang meliputi unsur:

a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Resiko;
¢. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi; dan
e. Pemantauan Pengendalian Intern.
(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2)
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.



(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

(2)

Pasal 6

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikcordinasikan oleh
Sekretaris Daerah Kota Padang.

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyeienggaraan SPIP yang disusun sesuai
dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala
BPKP sebagai pembina penyelenggaraan 5PIP,

Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang,

Pasal 7

Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas
SPIP Pemerintah Kota Padang. |

Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Padang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang.

BAB Y
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal &

Pernimpin SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di
lingkungan masing-masing .

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPi sebagairmana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 9

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan cleh
Inspektorat .

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Intern
melalui:

a. audit,

b. reviy,

c. evaluasi,

d. permantauan,

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 10

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Keta Padang dan sumber lalnnya yang sah sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Beyita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal % Dﬂa{rﬂ e 20Mm

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2o Descmbe 201

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR .24



